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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis
pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara kepada pemerintah kecamatan dan pelaku usaha pariwisata
setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di daerah ini belum berjalan optimal,
terutama karena kurangnya penerapan prinsip-prinsip implementasi kebijakan yang tepat. Koordinasi dan komunikasi
antara pemerintah kabupaten dan kecamatan masih lemah, sehingga menghambat proses pengembangan. Selain itu,
pemberdayaan masyarakat sebagai elemen kunci tidak sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi
masyarakat, yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Ditemukan pula adanya ego sektoral di antara lembaga
pemerintah yang turut menghambat efektivitas program. Sebagai solusi, disarankan adanya integrasi antara
pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, serta pembentukan unit khusus pengembangan pariwisata di tingkat
kecamatan untuk memperbaiki koordinasi dan komunikasi. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi yang
lebih baik antar pemangku kepentingan dan evaluasi kebijakan yang menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas
pengembangan pariwisata di wilayah Mangarabombang.
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Pendahuluan

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu strategi penting dalam
meningkatkan perekonomian daerah, terutama di wilayah yang memiliki potensi wisata
unggulan. Pemerintah daerah seringkali menetapkan kebijakan berbasis pariwisata untuk
memaksimalkan potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan
Mangarabombang, Kabupaten Takalar, merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan
sebagai daerah berbasis pariwisata. Namun, implementasi kebijakan pengembangan
pariwisata ini belum berjalan optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi mencakup
kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan, serta ketidaksesuaian
antara kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan kondisi sosial-ekonomi lokal yang
didominasi oleh sektor pertanian (Rusyidi & Fedryansah, 2019).

Selain itu, faktor komunikasi yang lemah antara pemangku kepentingan serta ego
sektoral antar lembaga pemerintah turut memperlambat efektivitas implementasi
kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Silaban et al. (2017), keberhasilan
pengembangan pariwisata sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis
permasalahan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis
pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mangarabombang serta menawarkan solusi
melalui pendekatan yang lebih terintegrasi (Hasibuan, 2024).

Teori implementasi kebijakan menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan
sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti koordinasi antar lembaga, komunikasi
yang efektif, dan keterlibatan masyarakat (Creswell, 2009). Menurut Edwards III (1980),
keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yakni
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang baik antara
pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan sangat penting untuk memastikan program
berjalan sesuai rencana. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang mencakup anggaran,
infrastruktur, dan sumber daya manusia yang kompeten juga sangat menentukan
(Turisno, 2024).

Dalam konteks pengembangan pariwisata, konsep pemberdayaan masyarakat
merupakan komponen penting yang mendukung keberlanjutan kebijakan. Pemberdayaan
masyarakat berarti memberikan kemampuan dan kesempatan kepada masyarakat lokal
untuk ikut serta dalam proses pembangunan, khususnya dalam sektor pariwisata
(Rusyidi & Fedryansah, 2019). Good governance juga menjadi kerangka penting dalam
implementasi kebijakan, karena mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan,
transparansi, dan akuntabilitas (Sinaga et al., 2018).

Lebih lanjut, kebijakan pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan aspek
keberlanjutan. Menurut Dangi & Jamal (2016), pengembangan pariwisata yang
berkelanjutan memerlukan pendekatan yang terintegrasi, di mana perhatian diberikan
pada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari
Ramkissoon (2020) yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata sangat penting untuk menciptakan
kesadaran lingkungan dan memperkuat identitas budaya local (Yunikawati, 2022).

Kebijakan berbasis pariwisata sering kali menghadapi tantangan dalam hal adaptasi
dengan kondisi lokal. Menurut Hendrita (2017), kebijakan yang diterapkan tanpa
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memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat seringkali gagal
mencapai tujuannya (Murniati, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa
kebijakan tersebut selaras dengan kondisi masyarakat lokal, seperti halnya di
Mangarabombang, di mana mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian. Nurhadi
(2014) juga menggarisbawahi bahwa kebijakan pengembangan pariwisata yang sukses
adalah yang mampu mengakomodasi potensi lokal sekaligus memberikan manfaat
ekonomi langsung kepada masyarakat.

Keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata juga menjadi faktor
yang sangat penting. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al. (2018),
kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dapat membantu dalam pengembangan
infrastruktur pariwisata yang lebih baik. Namun, sinergi yang kuat antara pemerintah
daerah dan pelaku usaha masih menjadi tantangan besar di banyak daerah, termasuk di
Kecamatan Mangarabombang (Oktadiana, 2024).

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan pengaruh besar dalam promosi
dan pengelolaan destinasi wisata. Teknologi dapat digunakan untuk mempromosikan
destinasi pariwisata secara lebih luas dan efisien, serta membantu menciptakan
pengalaman wisata yang lebih interaktif (Wang et al., 2016). Oleh karena itu, penting bagi
pemerintah daerah untuk mengintegrasikan teknologi dalam kebijakan pengembangan
pariwisata agar dapat bersaing di era digital ini.

Secara keseluruhan, teori-teori ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan pengembangan pariwisata sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah,
masyarakat, dan sektor swasta, serta penyesuaian kebijakan dengan kondisi sosial-
ekonomi local (Setyanti, 2024).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami
implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di
Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Metode deskriptif kualitatif dipilih
karena mampu menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi
lapangan yang ada. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam
dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah kecamatan, pelaku usaha
pariwisata, dan masyarakat lokal. Data yang dikumpulkan dianalisis secara induktif,
dengan tujuan untuk menemukan pola-pola dan tema yang relevan terkait dengan
permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Pendekatan ini digunakan
untuk memahami dinamika komunikasi, koordinasi, dan pemberdayaan masyarakat
dalam konteks pengembangan pariwisata. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti
untuk menafsirkan secara lebih rinci tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses
implementasi kebijakan dan menawarkan solusi yang sesuai dengan kondisi sosial-
ekonomi masyarakat setempat. Penelitian dilaksanakan selama periode Juli hingga
Oktober 2024 di Kecamatan Mangarabombang, dengan fokus pada pengembangan
pariwisata bahari yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal (Prayitno, 2023).
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Pembahasan

Penelitian ini menyoroti berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan
pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Salah satu temuan utama yang muncul dari
penelitian ini adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah Kabupaten Takalar dan
pemerintah Kecamatan Mangarabombang. Kurangnya sinergi antar pemerintah daerah ini
terlihat dari minimnya keterlibatan pemerintah kecamatan dalam perencanaan dan
pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata. Pemerintah kabupaten sering kali
merumuskan kebijakan tanpa memperhatikan kebutuhan dan kondisi lokal yang ada di
tingkat kecamatan, sehingga program-program yang dijalankan kurang relevan dengan
kondisi di lapangan (Fajri, 2024). Hal ini berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang
tidak optimal dan kurangnya keberhasilan dalam mencapai tujuan pengembangan
pariwisata.

Sebagai contoh, dalam beberapa proyek pembangunan infrastruktur pariwisata,
pemerintah kecamatan tidak dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan, meskipun
mereka memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai kondisi lokal. Ini menyebabkan
terjadinya berbagai hambatan di lapangan, seperti ketidaksesuaian fasilitas yang dibangun
dengan kebutuhan wisatawan atau masyarakat lokal. Lebih jauh lagi, ego sektoral antara
instansi di tingkat kabupaten memperparah kondisi ini. Beberapa program pengembangan
yang seharusnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah
kecamatan dan masyarakat, justru dikelola secara terpusat oleh pemerintah kabupaten.
Akibatnya, koordinasi yang dibutuhkan untuk memastikan kesuksesan implementasi
kebijakan tidak tercapai, yang berakibat pada keterlambatan dan ketidakberhasilan
beberapa proyek pengembangan. Penemuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya
yang menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan sering
menjadi hambatan dalam pengembangan pariwisata di daerah-daerah yang memiliki
potensi besar (Rusyidi & Fedryansah, 2019).

Selain koordinasi yang buruk, penelitian ini juga menemukan bahwa komunikasi
antara pemangku kepentingan di Mangarabombang masih belum berjalan dengan efektif.
Hal ini terlihat dari minimnya dialog antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata,
dan masyarakat lokal dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pariwisata.
Komunikasi yang terbangun cenderung bersifat satu arah, di mana pemerintah
menetapkan kebijakan tanpa melibatkan masukan dari pelaku usaha atau masyarakat.
Akibatnya, banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha pariwisata
di wilayah ini, terutama mereka yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
Misalnya, pelaku usaha tradisional sering merasa kesulitan untuk memenuhi standar yang
ditetapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan destinasi wisata, karena mereka tidak
mendapatkan dukungan yang cukup dalam bentuk pelatihan atau pembiayaan (Kawuryan,
2022).

Komunikasi yang buruk juga tercermin dalam rendahnya partisipasi masyarakat lokal
dalam pengembangan sektor pariwisata. Masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor
pertanian kurang mendapatkan pemahaman yang cukup tentang manfaat dan peluang
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yang dapat diperoleh dari pariwisata (Zulvianti, 2023). Selain itu, mereka merasa bahwa
kebijakan yang ada tidak memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam
kegiatan pariwisata. Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
terkait kebijakan pariwisata menyebabkan program pemberdayaan yang seharusnya
menjadi fokus utama tidak berjalan dengan baik. Hal ini menjadi bukti bahwa komunikasi
yang baik antara pemerintah dan masyarakat merupakan komponen penting dalam
keberhasilan suatu kebijakan, terutama dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis
pemberdayaan masyarakat (Silaban et al., 2017).

Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mangarabombang masih
belum terlaksana secara maksimal, meskipun kebijakan pengembangan pariwisata
menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata.
Masyarakat setempat, yang mayoritas bekerja sebagai petani, belum sepenuhnya dilibatkan
dalam kegiatan pariwisata. Program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh
pemerintah sering kali tidak disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal,
sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sangat rendah. Misalnya,
beberapa pelatihan yang diberikan oleh pemerintah berfokus pada keterampilan teknis
yang sulit diterapkan oleh masyarakat yang mayoritas adalah petani. Padahal,
pemberdayaan masyarakat seharusnya memberikan mereka peluang untuk berpartisipasi
dalam pengembangan pariwisata tanpa harus meninggalkan profesi utama mereka sebagai
petani (Rusyidi & Fedryansah, 2019).

Kondisi ini semakin diperburuk oleh kurangnya infrastruktur pendukung yang
memadai di Kecamatan Mangarabombang. Fasilitas pariwisata seperti akses jalan,
transportasi umum, akomodasi, dan sarana hiburan masih belum memenuhi standar yang
diharapkan oleh wisatawan. Sebagai destinasi wisata yang mengandalkan potensi wisata
bahari, Mangarabombang seharusnya memiliki fasilitas yang mendukung kenyamanan dan
kemudahan bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Namun, keterbatasan
anggaran dan buruknya koordinasi antar pemerintah menyebabkan pembangunan
infrastruktur berjalan lambat. Misalnya, akses jalan menuju beberapa lokasi wisata masih
buruk, sehingga wisatawan enggan untuk berkunjung. Kondisi ini tentu saja mengurangi
daya tarik destinasi wisata Mangarabombang dibandingkan dengan destinasi lain di
Sulawesi Selatan yang memiliki infrastruktur yang lebih baik (Hendrita, 2017).

Selain itu, fasilitas akomodasi dan restoran yang ada di Mangarabombang masih
terbatas, sehingga wisatawan yang ingin menginap dalam jangka waktu yang lebih lama
sering kali kesulitan menemukan tempat yang sesuai. Fasilitas penginapan yang ada
sebagian besar hanya mampu melayani wisatawan dalam jumlah terbatas, dan banyak di
antaranya belum memenuhi standar kenyamanan yang diinginkan wisatawan. Kurangnya
fasilitas ini menjadi hambatan signifikan bagi pertumbuhan sektor pariwisata di
Mangarabombang, karena wisatawan cenderung memilih destinasi lain yang lebih siap
secara infrastruktur. Peningkatan fasilitas ini sangat penting, terutama jika
Mangarabombang ingin bersaing dengan destinasi wisata lain di wilayah Sulawesi Selatan
yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan terjangkau (Dangi & Jamal, 2016).
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Integrasi antara sektor pertanian dan pariwisata juga menjadi salah satu solusi yang
diusulkan dalam penelitian ini untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal.
Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian,
Mangarabombang memiliki potensi besar untuk mengembangkan agrowisata, di mana
wisatawan dapat menikmati pengalaman berinteraksi langsung dengan petani atau
menikmati hasil pertanian lokal. Konsep ini dapat menjadi alternatif yang menarik untuk
meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkaya pengalaman wisata bagi para
pengunjung. Integrasi antara pertanian dan pariwisata juga dapat mengurangi
ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian tradisional yang sering kali terpengaruh
oleh fluktuasi harga dan hasil panen. Dengan adanya integrasi ini, masyarakat dapat lebih
terlibat dalam kegiatan pariwisata tanpa harus meninggalkan profesi utama mereka
sebagai petani (Ramkissoon, 2020).

Promosi pariwisata Mangarabombang juga merupakan salah satu aspek yang sangat
perlu ditingkatkan. Saat ini, pemerintah daerah belum memanfaatkan teknologi digital
secara optimal untuk mempromosikan potensi wisata yang ada. Media sosial dan platform
digital lainnya belum digunakan secara maksimal untuk memperkenalkan
Mangarabombang kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini
menyebabkan destinasi wisata Mangarabombang kurang dikenal oleh publik, sehingga
jumlah kunjungan wisatawan pun masih relatif rendah. Padahal, di era digital saat ini,
penggunaan teknologi informasi untuk promosi pariwisata dapat menjadi salah satu kunci
keberhasilan dalam menarik wisatawan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan
kemampuan mereka dalam menggunakan media digital untuk mempromosikan destinasi
wisata, seperti dengan membangun website yang informatif, aktif di media sosial, dan
berkolaborasi dengan  platform  pariwisata online untuk mempromosikan
Mangarabombang sebagai destinasi wisata unggulan (Wang et al., 2016).

Selain itu, keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata di
Mangarabombang masih sangat terbatas. Pelaku usaha pariwisata di wilayah ini sebagian
besar adalah pengusaha kecil dan menengah yang tidak memiliki akses yang memadai
terhadap modal dan pelatihan. Mereka juga menghadapi berbagai kendala, seperti
kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk insentif atau kemudahan perizinan untuk
mengembangkan usaha mereka. Kondisi ini memperlambat pertumbuhan sektor
pariwisata di Mangarabombang, karena sektor swasta memainkan peran penting dalam
menyediakan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Pemerintah perlu
lebih proaktif dalam mendorong investasi dari sektor swasta, misalnya dengan
memberikan insentif pajak, menyediakan program pelatihan yang relevan, atau
memfasilitasi akses terhadap pembiayaan. Sinaga et al. (2018) menyatakan bahwa
kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta merupakan salah satu faktor kunci dalam
keberhasilan pengembangan destinasi wisata di banyak daerah.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, jelas bahwa implementasi kebijakan
pengembangan pariwisata di Mangarabombang masih jauh dari optimal. Koordinasi yang
buruk, komunikasi yang lemah, minimnya pemberdayaan masyarakat, serta infrastruktur
yang belum memadai menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Untuk
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meningkatkan potensi Mangarabombang sebagai destinasi wisata unggulan, pemerintah
perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada dan meningkatkan
sinergi dengan masyarakat serta sektor swasta. Pemerintah juga perlu fokus pada
pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata dan meningkatkan promosi
digital agar destinasi ini lebih dikenal oleh wisatawan. Dengan demikian, diharapkan
pengembangan pariwisata di Mangarabombang dapat memberikan dampak positif yang
lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan ekonomi daerah.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di
Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, masih menghadapi sejumlah tantangan
signifikan. Koordinasi yang lemah antara pemerintah kabupaten dan kecamatan, serta
kurangnya komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan, menjadi hambatan
utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Meskipun pemberdayaan
masyarakat menjadi salah satu fokus kebijakan, pelaksanaannya belum optimal karena
tidak disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal, yang mayoritas bekerja
di sektor pertanian.

Kurangnya infrastruktur pendukung, seperti fasilitas transportasi, akomodasi, dan
sarana wisata lainnya, juga menghambat potensi Mangarabombang sebagai destinasi
wisata unggulan. Selain itu, integrasi antara sektor pertanian dan pariwisata masih belum
dimanfaatkan secara maksimal, meskipun agrowisata memiliki potensi besar untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dan pendapatan daerah. Promosi digital yang minim
dan keterlibatan sektor swasta yang terbatas juga memperlambat pertumbuhan pariwisata
di wilayah ini.

Untuk meningkatkan efektivitas pengembangan pariwisata di Mangarabombang,
diperlukan perbaikan dalam koordinasi dan komunikasi antar pemerintah, serta
peningkatan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan pariwisata.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang memadai dan promosi yang lebih kuat melalui
platform digital juga sangat penting untuk meningkatkan daya tarik Mangarabombang
sebagai destinasi wisata. Dengan perbaikan di berbagai aspek ini, pengembangan
pariwisata di Mangarabombang diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih
besar bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan perekonomian daerah.
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